BUPATI ENDE

PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 23 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN

* Menimbang :

Mengingat :

a.

1.

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN ENDE TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten
Ende Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten
Ende Tahun Anggaran 2020, perlu ditetapkan Peraturan Bupati
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran
2020 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2020;

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I
Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665);
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara

Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
ara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

(Lembaran Neg
a Nomor 4286);

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
an Negara (Lembaran

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuang
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400),

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6398);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4575),;

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

araf

P
KL

T

17. Peraturan....

Dipindai dengan CamScanner



Menetapkan: PERATURAN  BUPATI ENDE TENTANG

17.

18.

19.

20.

21.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2007 tentang
Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;

Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Ende Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Ende Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Ende Nomor 9);

Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 5 Tahun 2020 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun
Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2020

Nomor 5);

Peraturan Bupati Ende Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun
Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2020 Nomor

35);

MEMUTUSKAN:

PENJABARAN

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN

ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 terdiri

atas:
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1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah Rp 93.974.547.626,45
Rp 858.219.395.898,21

Rp 230.972.966.280,00
Rpl1.182 .266.909.804,66

b. Pendapatan Transfer
¢. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Jumlah Pendapatan

2. Belanja
a. Belanja Operasi
1) Belanja Pegawali
2) Belanja Barang

Rp 515.204.562.379,00
Rp 210.001 .755.338,28

3) Belanja Hibah Rp 18.390.375.748,00

4) Belanja Bantuan Sosial Rp 4.395.250.000,00
Rp 747.991.943.465,28

Jumlah

b. Belanja Modal Rp 187.393.337.570,58

c. Belanja Tak Terduga Rp 12.246.766.012,00
Jumlah Belanja Rp 047.632.047.047,86

Rp 260.225.176.313,00
Rp -25.590.313.556,20

3. Transfer
Surplus/(Defisit)

4, Pembiayaan
a. Penerimaan
b. Pengeluaran
Jumlah Pembiayaan Neto
an Tahun Berkenaan Rp 55.629.837.149,49

Rp 86.220. 150.705,69
Rp 5.000.000.000,00
Rp 81.220. 150.705,69

Sisa Lebih Pembiayaan Anggar

Pasal 2

an Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanj
merupakan bagian yang tidak

Ringkas a sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I dan

terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

ggaran Pendapatan dan Belanja sebagaimana dimaksud

Penjabaran Realisasi An
pakan bagian

dalam Pasal 2 dirinci dan tercantum dalam Lampiran II dan meru

yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

ara

Pasal....
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Pasal 4
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende

Ditetapkan di Ende

Diundangkan di Ende
pada tanggal 20 Qotbwhu' 2021

KABUPATEN ENDE, A

/
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